QANUN KABUPATEN ACEH SINGKII,
NOMOR : 08 TAHUN 2002

TENTANG

SURAT IZIN TEMPA'T USALIA

BISMILLAIHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAIIU WATA'ALA

b

BUPATI ACEH SINGKIL,

babhwa dalam rangka pengaturan Perizinan yang serasi dulbtm
perkembangan  pembangunan  dewasa  ini dan memberikan
Kesempatan kepada pengusaha untuk dapat berkembang serta
lcbih berperan dalam Pembangunan Dacrah dipandang perlu
menctapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberian Surat lzm.
Tempat Usaha di Kabupalm Acch Singkil; |

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Undan;:,-undanb
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Und.—.mg,-unddng__,
tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah; 3

Undang-undang Nomor 14 Tahun l‘)‘)‘) lentang Pt,mbc,nlukan“a
Kabupaten Acch Smgjlul ' |

Undang-undang Nmnm 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah; e

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 lulmng Retribust
Dacrah |

Dengan Persctujuan

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL _

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL Tl*NI‘ANG SURAT
1ZIN TEMPAT USALIA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanuan e vang dimaksud dengan

. Dacrah adalah Kabupaten Acch Smpkal;

o
3

(1).

(3).

Bupati adalah Bupatt Acch Singkal;

Tempat Usaba adalaly tempat-tempat melakukan usaba yang
dijalankan  sccara (cratur dalam suatu bidang  usaha  tertentu
dengan maksud mencan Keuntungan;

Surat Izin Tempat Usaha adalab zin yang diberikan untuk
mendinkan atau mengpunakan tempat-tempat, ruangan-ruangan
tempat bekerja dan jasa '

BADB II
PERIZINAN

Pasal 2

Dalam dacrab dilarang mendirtkan dan atau menggunakan
tempat-tempat usaha dan jasa scbelum mendapatkan Surat lzin
Tempat Usaha dan Bupat.

Untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus
mengajukan  surat  permohonan  yang  bermeterai Rp.6.000,-
(enam ribu rupiah) ditujukan kepada Bupati.

Surat permohonan  tersebut pada ayat (2) pasal imi harus
mencantumkan  nama  (Direktur/Penanggung  Jawab/Pemihik),
alamat, nama pcrusahaan, luas tcmpat usaha dan harus

meclampirkan ;- _ :- _
a.  Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (K'TP) yang masth
berlaku; ‘

b.  Akta Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan hukum;

c. Pas Foto Ukuran 3 x 4 cm, scbanyak 4 (cmpat) Ilembar;

d. Surat keterangan dari Dinas Keschatan Kabupaten Acch
Singkil bagi Rumah Makan, Penginapan dan Depot Obat.

Pasal 3

Syarat-syarat lain untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Dacrah. '

Pasal 4 _

Surat lzin Tempat Usaha dapat dipindah tangankan kepada pihak lain
dengan persetujuan tertulis dart Bupatt. H



Pasal 5

‘enentuan tata ruang perhotaan atas blok-blok tertentu untuk kegatan
jents usaha tertentu akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala
Dacrah, sesuar dengan Qunun tentang Tata Ruang Kota..

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah berwenang untuk menolak permohonan Surat
2 Tempat Usaha apabila pada tempat-tempat yang dimohon lld 1K
scsuat dengan kuhlmkx maan Tata Ruang Perkotaan, i

BAB Il --
JANGKA WAKTU BLRLAI\UNYA
-~ SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 7

(1). Jangka waktu berlakunya Surat Izin Tempat Usaha ditetapkan
selama perusahaan tersebut masth berjalan,

(2). Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, setiap Surat lzin
Tempat Usaha dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga)
tahun sckah.

(3). Daftar ulahg sebagaimana dimaksud pada 'ﬁyat (2) pasal 1ni
harus sudah diajukan selambat-lambatnya dahm jangka waktu 3
(tiga) bulan scbelum jatuh tempo. .

(4). Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sewaktu-waktu
dapat dilakukan pemcriksaan kelapangan.

Pasal 8

Surat [zin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lag! apablla

a. Pemegang izin menghentikan Pcruqahaannya -

b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis d'ln lcmpat usahnnvq
tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;,

c. Tanpa melaksanakan pendaflaran ulang;

d. Dihentikan usahanya karena mclanggar Peraturan Pcrundang-
undangan yang berlaku, g

| BAB IV
PENETAPAN TARIF RET RIBUQI

Pasal 9

(1). Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendafatran ulang
pcmberian Surat Izin Tempat Usaha dikenakan Uang lL.cges.

(2). Pcmberi:m Surat !?ip Tcmm* Usaha sebagaimana dimaksud



(1).

(2).

(1}

ditetapkan scsuar dengan jenis usaha yang dxlutnpkan da,m,an.
Keputusan Bupati untuk sctiap 3 (tiga) tahun terhadap Badan
Usaha scbagai bernikut
I, Usaha hasil bumi dan scjenisnya
2. Usaha Apotik;
3 Usaha angkutan dan scjenisnya;
4.  Usaha kon%ullan kontraktor, leveransir dan sn,Jc,msnvd
5. Usaha perkebunan dan scjenisnya;
6. Usaha import, cksport dan s¢jentsnya;
7. Usaha perbankan swasta dan asuransi swaslta,
8.  Usaha kclontong/kain dan scjenisnya:
9. Usaha bahan bangunan suku cadang (onderdil) kendaraan
~ bermotor;
10.  Usaha depot obat;
11, Usaha penginapan/losmen dan sejemsnya;
12.  Usaha pcnimbunan dan penyimpanan bahan bakar;
13. Usaha jasa profess; _ »
14. Usaha rempah-rempabh; §
. Tukang mas dan scjenisnya;
16, Dealer kendaraan hermotor;
17. Usaha jualon Koyu,
I8 TFoto studio, salon  kecantikan, wisma  pangkas  dan
sejenisnya; '
19.  Restoran, rumah makan dan warung kopt,
20. Toko buku, alat tulis, foto copy dan scjenisnya;

21, Usaha tempat reperasi alat-alat elcktronika d:m sqcmsnya

22, Usaha- malm lain yang tidak tersebut diatas:

BAB ¥
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pclanggaran tcrhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4
dan Pasal 9 Qanun ini diancam pidana kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). '

Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal ini adalah
Pclanggaran.

/\pnhiln lt’lnp;ll vesitho menmabll an |ut|tl'.i o PLABEL A Yty
menpababathban Toroal an hinplbanpan hibenal an b en
berdirarkan Viadonge undange Homor 8 Fabon 1982 dentang
Kuetentunnsketentinn Pakok Pengetolvm Lanphoangoan | idap,

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 11

Penvidikan terhadap pelangearan Retentuan-hetentuan dalam
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dilakukan oleh penvidik Pepawar Nepert Sipal diilimpkungan

Pemcenintah Dactah vang penpangkatannya sesuin dengan

peraturan perundang-undangan yanyg berlakug

(2). Penyidik mempunyar wewenang,

a. Menerima laporan atau pengaduan dart scscorang tentang
adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Mecnyuruh berhenti sesorang tersangka dan memeriksa
tanda pcngenal dirt tersangka;

d. Meclakukan penyitaan benda atau surat;

¢. Maengambil sidik jarn atau memotret sescorang:

{ Memanggil sescorang untuk didengar dan diperiksa scbagai
tersangka atau sakst: | :

¢, Mecndatangkan  tenaga ahli yang diperiukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan  setelah mendapat
pentunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa terscbut bukan mcrupakan tindak
pidana dan sclanjutnya melalui  penyidik  umum
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut, tersangka
dan kecluarganya;

1. Mecngadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan. |

=

BAB Vi
RETENTUAN PEXNLTLUP

?asal 12
Semua Surat lzin Tempat Usaha yang telah dikcluarkan sebelum
ditetapkan Qanun ini, peclaksanaannya discsuatkan berdasarkan
Qanun 1nt.

Pasal 13
Hal-hal yang bclum diatur dalam  Qanun in sepanjang yang
menyangkut Peraturan pelaksanaannya  akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati, - =

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka ketentuan yang mengatur hal
vang sama tidak berlaku lag:



| Pasal [5

Oanun i mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya
| setiap orang dapat mengetahuinya, memermtahkan pengundangan
Oanun i dengan menempatkannya dalam  Lembaran - Dacral
! Kabupaten Aceh Singkil : R

i . ~ Ditetapkandi : Singkal
Pada Tanppal = 27 M ¢ 1 2002

BUPATI ACLEIT SINGKIL
Cap/Dto

I. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Pindangkan Dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Acch Singkil
Pada tanggal 1 Juli 2002 Seri C Nomor 2 Tahun 2002
=B PATI ACEH SINGKIL
SE e ':\"‘\l AERAH KABUPATEN
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